BAB III
PENGAWASAN ORGANISASI ADVOKAT TERHADAP PROFESI
ADVOKAT

A. Konsep Dasar Pengwasan

Istilah pengawasan dalam bahasa /nggris disebut controling yang olch
Dale dikatakan bahwa:”... the modern concept of control...provides a historical
record of what has happencd..and provides datc the cnable the..cxccutive..to
take corrective steps..” hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat
sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga
mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan
yang sesuai dengan apa yang direncanakan.’

More menyatakan bahwa pengawasan pada hakikatnya mecrupakan
kegiatan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil
yang diiginkan (das solen). Hal iﬁi disebabkan karena antara kedua hal tersebut
sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi
atas penyimpangan tersebut.’

Sedangkan menurut Mockler, Pengawasan merupakan fungsi manajerial
yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan sebagai
salah satu fungsi mencjemen, mckanismc pengawasan dalam satu organisasi

memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa

! Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja
Gravindo Persada, 2005), 5
? Winardi, Manejer dan Mancjemen. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 ), 224
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diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan,
akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan
tujuan yang telah dilakukan.?

Di samping itu, hal senada dikemukakan oleh Manullang bahwa
pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang
sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud
supaya pelaksanaan sesuai dengan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
Pada hakikatnya pandangan Manullang juga menckankan bahwa pengawasan
merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian
diadakan penilaian apakah setuju dengan rencan yang telah ditetapkan atau
telah terjadi penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan
penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah-langkah perubahan
dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.*

Dari bcberapa pendapat terscbut diatas dapat  dikctahui bahwa
pengawasan merupakan proses untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil ketja
dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta
mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah

yang lebih baik.

3Certo Samuel dan S. Travis Certo, Modern Mansgement, (Yogyakarta: Pearson Prentice
Hall, 2006), 480
4 Manullang , Dasar-dasar Manejemen, (Medan: Monara, 1977), 136
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Semcntara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir
mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah:>
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, kebijaksanaan
dan perintah
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasaan masyarakata atas barang atau jasa yang
dihasilkan
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
Sedangkan tujuan pengawasan menurut Soekarno sebagaimana yang
dikutip oleh Situmorang, adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan
sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu
dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui
kesulitan dan kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan
efisien atau tidak dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan,
kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.®
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa pada

pokoknya tujuan pengawasan adalah:

M. Sitomorang Viktor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkzm‘g,ﬁran Aparatur Pemerintah, (Jakarata: PT Rineke Cipta, 1994), 22
Ibid.
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1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi
yang telah dibuat
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta
efisiensi dan efektivitas kerja
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan
yang disebut tindakan korektif.
B. Advokat
1. Pengertian Advokat
Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa Latin advocare,
yang berarti fo defend, to call to one, is aid to voch or warrant. Sedangkan
dalam bahasa /nggris advocate berarti: to speak in favour of or depend by
argument, to support, indicate, or recommended publicly.”
Sccara umum scbelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun
2003 tcntang Advokat atau discbut “Undang-Undang Advokat”, istilah ini
dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang
cukup berarti, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara
umum disebut sebagai /awyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini
adalah antara peran yang diberikan oleh /awyer yang memakai istilah
advokat, pcngacara dan pcnaschat hukum yang dalam bahasa Inggris discbut

trial lawyer atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah atfornay

7 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, (Jakarta
Sinar Harapan: 1995), 19
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at law scrta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh

lawyer yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal

dengan istilah counsellor at law atau di Inggris dikenal dengan istilah
solicitor"

Sccara terminologis terdapat beberapa pengertian advokat yang
didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-
undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, dapat
penulis paparkan sebagai berikut:

a) Menurut Yudha Pandu, advokat adalah orang yang mewakili kliennya
untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang
diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di
pengadilan atau beracara di pengadilan.’

b) Mcnurut Harlen Sinaga, advokat adalah mcrcka yang mcmbcrikan
bantuan hukum baik dcngan bergabung atau tidak dalam satu
persckutuan advokat baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang
disebut sebagai pengacara atau penasehat hukum dan pengacara

praktek.'

® Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum Dalam Persepektif Masa Kini, (Jakarta: PT
Abadi Jaya, 2001), 11

° V. larlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011), 20

" SKB Ketua MA dan Menteri Kehakiman RI, No; KMA/005/SKB/VII/1987-M.03-
PR.08.05 Tahun 1987,Pasal 1
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c) Sedangkan menurut KUHAP, advokat adalah seseorang yang memenuhi
syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang
untuk memberikan bantuan hukum.'!

d) Dan menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, advokat adalah ahli
hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung
memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam
persidangan. Jadi selaku pembelaan dapat berperkara baik di dalam
maupun di luar peradilan. Scorang pengacara membela hak dan
kepentingan kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk
itu ia dibayar sebagi imbalan jasa, namun dalam hal terdakwa tak
mampu (miskin) ada juga pengacara atau advokat yang bersedia
membela secara cuma-cuma.'?

Dari beberapa pengertian mengenai advokat yang dikemukakan olch
para ahli tcrscbut diatas, dapat dikctahui bahwa yang dimaksud dcngan
advokat adalah seseorang yang menurut Undang-undang telah memenuhi
syarat untuk melalukukan kegiatan bantuan hukum di dalam maupun di luar
persidangan baik dia bergabung dalam suatu persekutuan penaschat hukum
atau tidak, sebagi mata pencaharian atau tidak.

Di Indoncsia advokat, pcngacara dan pcnaschat hukum sclain

menjalankan praktek di dalam Pengadilan, dapat juga mendampingi dalam

' pasal 1, angka 13 KUHAP
2 Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990: 381
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arti memberikan nasehat hukum atau mewakili seorang klien di luar
Pengadilan berdasarkan surat kuasa atau order yang diberikan kepadanya
(mnon litigaton, contohnya: mendampingi atau mewakili klien dalam
menandatangani suatu perjanjian, mewakili klien dalam bermusyawarah
atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan terhadap perkara yang
diselesaikan di luar pengadilan yang kita kenal dalam proses Alternative
dispute resolution (ADR) dan tindakan-tindakan hukum lain atas nama
klien yang bukan merupakan proses litigasi, sehingga kita secring
menemukan firma hukum atau kantor hukum di Indonesia yang
mencantumkan kedua peran tersebut sekaligus advokat dan konsultan
hukum atau Advocates and Counsellor at Law."

Menurut Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) definisi tentang advokat
pada Bab I, Pasal 1 (1) Anggaran Dasar AAI yang ditetapkan tanggal 23
Agustus 1991, berbunyi:

Advokat adalah termasuk Penaschat Hukum, Pengacara, Pengacara

Praktek dan Konsultan Hukum."

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita
pertama-tama ditemukan dalam Bab IV Ketentuan Susunan Kehakiman dan

kebijaksanaan mengadili (RO)." Advokat merupakan persamaan dari kata

3 Lawrence Friedman, American Law, (New York: W.W. Norton dan Company, 1984), 152

" Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Persepektif Masa Kini, 11

' Soerjono Soekamto, Bantuan Hukum Svatu Tinjauan Sosio-Yuridis, (Jakarta :Ghalia,
1983), 71-104.
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Advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk
menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten
(MR). Akar kata advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh
karena itu tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia kata

1.'® Namun dalam praktek (sebelum UU. Nomor 18

atau istilah itu dikena
Tahun 2003) ternyata belum ada istilah baku untuk sebutan profesi yang
dimaksud. Dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terdapat
inkonsistensi sebutan. Misalnya, dalam Undang-Undang tentang pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah Penasehat Hukum,
Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Undang-undang dan Undang-
Undang tentang Peradilan Umum juga menggunakan istilah Penasehat
Hukum. Agaknya dua Undang-undang yang terakhir merujuk pada yang
pcrtama yang sccara konscptual mclihat bahwa advokat adalah scbagai
“pihak luar” dalam sistcm pcradilan itu.'” Pada saat yang sama, praktck
administratif menggunakan secara berbeda dan inkonsisten pula. Misalnya,
Departemen Kehakiman menggunakan Pengacara, Pengadilan Tinggi

menggunakan Advokat atau Pengacara. Sclanjutnya dalam berbagai

kesempatan istilah tersebut digunakan secara bergantian.

:j Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 89-90
Ibid,
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2. Kedudukan Hukum Advokat
Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada
masyarakat atau klaennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang
sangat kuat, baik yang bersumber maupun dari hukum zaman kolonial
maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta
bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip equality before the law dan
acces to legal councel, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara
jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.'®
Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam
undang-undang dasar 1945, misalnya:
a) Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa:'’
Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan
tidak ada kecualinya.
b) Pasal 34, menyatakan bahwa:*
Fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara.
Pengaturan mengenai advokat hanya diatur dalam Peraturan/SK

Menkeh dan SEMA, (sebelum berlakunya UU.No.18 Tahun 2003), sekalipun

sesungguhnya pada saat yang sama ketentuan Bab VI RO di mana diatur

18 Frans Hendra Winarta, Bantvan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Dan Bukan Belas
Kasihan, (Jakarta: Elek Media Kompatindo, 2000), 34-35

' Lihat pasal 27 ayat (1), UUD Amandemen 1945

20| jhat pasal 34, UUD Amandemen 1945
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juga tentang hal pengangkatan dan menjalankan pekerjaan sebagai Advocaat
en Procureur belum dicabut.?!

Sccara hukum kctcntuan RO olch karcna itu bisa ditcrapkan dcngan
alasan:

a) Ketentuan-ketentuan itu harus dianggap masih berlaku.
b) Ketentuan yang ada itu tingkatannya dalam hirarki perundang-undangan
lebih rendah.

Namun scbagai salah satu fungsi bcrsama-sama dcngan aparatur
penegak hukum yang lain untuk kesetaraan perlu penegasan secara hukum
bahwa advokat juga bagian dari proses penegakan hukum. Secara pengertian
sempit advokat memang bukanlah penegak hukum. Dengan mengacu pada
istilah Inggris /aw enforcement maka eksplisit harus ada unsur pemaksaan fo
enforce. Advokat tidak melakukan dan tidak diharapkan melakukan suatu
pcmaksaan dalam mcnjalankan profcsinya. Namun dalam pengertian yang
lebih luas, Advokat termasuk sebagai penegak hukum. Sebab fungsi yang

diembannya adalah bagian dari penegakan hukum.

3. Tugas dan Fungsi Advokat Serta Kewajiban Advokat
a. Tugas Advokat
Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau

ditentukan untuk dilakukan.?? Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib

211 asdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesig, 89-90
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dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada
masyarakat atau kliennya. Oleh karena itu advokat dalam menjalankan
tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan,
kliennya, dan pihak lawannya.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep)
tetapi lebih merupakan profesi, karena profesi advokat tidak sekedar
bersifat ekonomis untuk mencari nafkah tetapi mempunyai nilai-nilai
sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal
sebagai profesi mulia (officium nobile), karena mewajibkan pembelaan
kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit,
agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender
dan ideologi. Di samping itu, tugas advokat dalam memberikan jasa
hukum kcpada masyarakat tidak tcrinci dalam uraian tugas, karcna ia
bukan pcjabat Ncgara scbagai pclaksana hukum scperti halnya polisi,
jaksa dan hakim. Ia merupakan proesi yang bergerak di bidang hukum
untuk memberikan pembelaan dan mendampingi menjadi kuasa untuk
dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda

keadilan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, agar advokat

22 poerwadarminta, Kamus Latin Indonesia, (Yogyakarata: Kanisius, 1969), 2
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dapat dikategorikan sebagai profesional perlu memenuhi persyaratan

sebagai berikut:?

1) Harus ada ilmu (hukum), yang diolah di dalamnya

2) Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas
(dienstiverhouding) atau hierarchie.

3) Harus mengabdi kepada kepentingan umum. Mencari kekayaan tidak
boleh menjadi tujuan.

4) Harus ada clientele verhouding, yaitu hubungan kepercayaan antara
advokat dan klien.

5) Harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari
klien. Akibatnya advokat harus dilindungi haknya merahasiakan
informasi yang diterima dari klien.

6) Harus ada immunitcit (hak tidak bolch dituntut) tcrhadap
pcnuntutan-pcnuntutan tcntang sikap dan perbuatan yang dilakukan
dalam pembelaan.

7) Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu dewan
kehormatan.

8) Boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil

pckerjaan atau banyaknya usaha atau jerih payah, pikiran yang

B Hasanuddin Nasution, “Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Mandiri dan Profesional,”
dalam pkpapbhi. files.wordpress.com/.../organisasi-advokat-hasanudin.pdf. di akses tanggal 12 juli
2012
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dicurahkan di dalam pckerjaan itu. Orang yang tidak mampu, harus
ditolong cuma-cuma dan dengan usaha yang sama.
b. Fungsi Advokat
Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya

merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan

tugasnya seorang advokat harus bcrfungsi:24

1) Scbagai pcngawal konstitusi dan hak asasi manusia

2) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum
Indonesia.

3) Melaksanakan kode etik advokat

4) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum,
kcadilan dan kcbenaran

5) Mcnjunjung tinggi scrta mengutamakan idcalismc (nilai kcadilan dan
kebenaran) dan moralitas

6) Menjungjung tinggi citra profesi advokat sebagi profesi terhormat

7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan
martabat advokat

8) Mcnjaga dan mcningkatkan mutu pclayanan advokat tcrhadap

masyarakat

2 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Surabaya: Prestasi
Pustaka Publisher, 2010), 40
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9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat

10) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab

11)Mencagah penyalah gunaan keahlian dan pengetahuan yang
merugikan masyarakat

12) Memelihara kepribadian advokat

13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan
dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai

14) Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan
wadah tunggal organisasi advokat

15) Memberikan pelayanan hukum (Jegal/ service)

16) Memberikan nasehat hukum (/ega/ advice)

17) Mcmbcrikan konsultasi hukum (/cgal consultation)

18) Mcmbcrikan pcndapat hukum (/cgal opinion)

19) Menyususn kontrak-kontrak ( /egal drafting)

20) Memberikan informasi hukum (/ega/ information)

21) Membela kepentingan klien (/itigation)

22) Mewakili klien dipengadilan (/egal representation)

23) Mcmbcrikan bantuan hukum dcngan cuma-cuma kcpada rakyat yang

lemah dan tidak mampu.
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Dengan demikian scorang advokat dalam membela, mendampingi,
mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu
memasukkan kedalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien,
pengadilan, diri sendiri, Negara terlebih kepada Allah SWT, untuk
mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.”

c. Kewajiban advokat

Berdasarkan KEAI dan undang-undang advokat, dalam
melakukan pekerjaannya advokat mempunyai kewajian baik terhadap
sesama advokat masyarakat maupaun klaen, kewajiban ini seyogyanya di
laksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam
masyarakat. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan advoakat yang
bersangkuatan akan di kenai sanksi susuai dengan ketentuan KEAI.
Tcentu saja pclanggaran atas kcwajiaban tcrscbut akan dikcnakan sanksi
dengan mengacu pada jenis hhukuman.”® Kcwajiaban advokat dapat di
lihat dari dua pengaturan:

1) Kode etik advokat Indonesia
2) Undang-undang advokat
a) Kewajiab menurut KEIA, Memelihara rasa solidaritas di antara

tcman scjawat (pasal 3huruf d KEIA)

B Ibid.
2y Herlin Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, 84
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b) Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang di duga
atau yang di dakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan
sendiri maupun karena penunjukan oleh organisasi

¢) Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahan
martabat advokat.

d) Dalam mementuakan honorium harus melihat kemampuan dari
klaen.

¢) Mcmcgang rahasia jabatan tcntang hal-hal yang di bcritahukan
oleh klaen secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut
setelah sampai berakhir hubungan dengan klaen.

f) Memeberikan surat dan keterangan apabila perkara akan di urus
advokat baru dengan memperhatikan hak retensi.

g) Wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang
yang tidak mampu.

h) Menyampaikan pemberitahuan putusan pengadilan mengenai
perkara yang di tanganinya kepad klaen.

3) Kewajiaban menurut undang-undang advokat.
Berdasarkan undang-undang advokat kewajiban advokat
adalah merahasiakan segala sesuatu yang di ketahia dan di peroleh

dari klaen karena hubungan profesinya. Sesuai dengan pasal 19

kerahasian ini mengenai perlindungan atas berkas dan dokomen
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terhadap penyitaan dan perlindunagan terhadap peyadapan atas
komunikasi clektrinik advokat.

4. Kcwajiban Pcmbcrian Bantuan olch Advokat dalam Kcdudukannya scbagai
Oficium Nobile

Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah memberikan nasehat
hukum untuk mcnjauhkan klicn dari konflik dan mengajukan atau membela
kepentingan klein di pengadilan.?’ Dalam perkara di pengadilan peran utama
seorang advokat adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang
relevan dari sudut pihat kleinnya untuk memungkinkan hakim menetapkan
keputusan yang seadil-adilnya.?®

Prcdikat officium nobilc bagi profcsi advokat mcnuntut syarat
perujudan kepribadian induvidu dan karakter organisasi yang baik agar
sesuatu profesi yang mulia untuk advokat mendapat legitimasi sosial.”’
Dalam kedudukannya sebagai officium nobile maka advokat berdasarkan
undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat memiliki kewajiban
dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum meskin dan buta huruf.
Sccara idcal dapat dijclaskan bahwa bantuan hukum mcrupakan tangggung
jawab sosial dari advokat, oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat

mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang di memilikinya untuk

27 Muhmammad Nuh, Etika Profesi Hukum (Bandung;: Pustaka Setia 2011), 271

% Abdul wahid, Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum di Indonesia,
(Bandung: Tarsito 1997), 98

» Artidjo Alkostar, Peran dan Tantangan Advokst Dalam Era Globalisasi, (Yogyakarta: FH
UII Pres 2010), 49
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orang meskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya di pandang sebagai
suatu kewajiban namun harus di pandang pula sebagai bagian dari kontribusi
dan tanggung jawab sosial (social contribution and social leability) dalam
kaitannya dengan peran dan fungsi dari profesi advokat >

Secara historis rumusan difinisi tentang bantuan hukum juga
dipengaruhi oleh perspepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuia dengan
waktu dan tempat di laksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam
sejarah awal bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksannaan
bantuan hukum di mulai dari adanya sikap kedermawanan sekelompok elit
greja terhadap para pengikutnya hubungan ke dermawanan ini juga
terbentuk antara pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal di
sckitarnya olch karcna itu dapat di lihat bahwa tclah tcrbentuk hubungan
patron clein yang sangat jclas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tcrscbut
maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu tidak jelas sehingga
menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum di interpretasikan sebgai
bantuan dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama dan adat.

Dalam pengertian yang lebih luas maka definisi bantuan hukum
diartikan scbagai upanya untuk mcmbantu golongan masyarakat yang tidak

mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Nasution dijelaskan bahwa

% Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita Idealisme, dan Keprihatinan, 15
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adapun upanya yang di maksud dalam definisi tersebut memiliki tiga aspek
yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:*'
a. Aspek rumusan aturan-aturan hukum
b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan
tersebut untuk di taati dan di patuhi
c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut di pahami.
Definisi bantuan hukum juga pernah dirumuskan dalam simpusium
badan kontak profesi hukum di Lampung pada tahun 1976 yang memberikan
difinisi bantuan hukum sebagai kegiatan pemberian bantuan kepada seorang
pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di
bidang hukum baik di luar maupun didalam pengadilan tanpa adanya imbalan
jasa.
C. Pcngawasan Organisasi Advokat Tcrhadap Advokat
Dalam mcmahami Organisasi Advokat harus dilihat jumlah organisasi
advokat yang dimaksudkan oleh undang-undang advokat, penetapan jumlah
organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang advokat yang akan
membentuk hanya satu organisasi advokat tidak terlepas dari banyaknya
organisasi advokat pada masa lalu. Organisasi advokat banyak yang tidak
dihimpun mcnjadi satu wadah dapat dianngap scbagai salah satu pcnghambat

untuk melakukan peningkatan kualitas advokat.

3! Adnan Buyung Nasution, Bantvan Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3 ES, 2007 ), 5



Dalam pasal 28 undang-undang advokat dikatakan bahwa hanya ada satu
organisasi advokat, seclengkapnya, pasal tersebut mengatakan sebagai berikut:
Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas
dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan-kelentuan undang-undang
ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Berdasarkan ketentuan ini, undang-undang mengahruskan hanya satu
organisasi advokat dan perintah ini harus dilihat dengan menggunakan
ketentuan tentang waktu pendirian dan subjek hukum yang mendirikan
organisasi advokat tersebut. Dengan perkataan lain hanya ada satu organisasi
advokat didirikan kedelapan organisasi advokat pra-undang-undang advokat
dengan ketentuan pendirian tersebut tidak dapat melebihi waktu yang telah
ditentukan undang-undang advokat. Dengan demikian teranglah bahwa tidak
ada organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang advokat
sclain pcradi saja.

Berkaiatan dengan waktu pendirian dan subjck hukum yang mcendirikan
serta jumlah organisasi advokat sebetulnya, munculnya atau dibentuk organisasi
advokat yang tidak berdasarkan undang-undang advokat dapat diselesaikan
tanpa berlarut-larut andaikata Mahakamah Agung memberikan pendapat yang
tegas dan berwibawa. Pendapat yang tegas dan berwibawa itulah sebetulnya

yang dibutuhkan dcwasa ini agar kita dapat mclangkah kca rah pcrubahan

hukum yang lebih baik.*

3 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia. 9
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Mengenai hal ini harus dilihat isi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta fungsi hakiki
Mahkamah Agung sebagai penegak hukum. Dalam pasal 2 UUMA di tentukan
sebagai berikut:

Mahkamah agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan
peradilan, yang dalam melaksanakn tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lain”

Fungsi ini berkaitan dengan tugas-tugas Mahkamah Agung dalam
lingkungan peradilan yang hampir berlaku secara universal diseluruh dunia.
Artinya, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan terakhir yang memutus
kasus-kasus yang diajukan kepengadilan sedangkan tugas-tugas mahkamah
agung yang berkaitan dengan advokat ditentukan dalam pasal 36 UUMA.>
Kalau dikaitkan fungsi scbagai lcmbaga atau pcradilan pcmutus perkara dan
tugas lain, termasuk pengawasan, Mahkamah Agung seharusnya dapat
memberikan sikap yang tegas mengenai organisasi advokat dengan merujuk
pada undang-undang advokat. Sikap tegas Mahkamah Agung tersebut justru

menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengubah mental advokat

sebagaimana dikemukakan diatas.**

33 Lihat Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung
34 V. Herlin Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, 46
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Pendapat tentang mengubah masyarakat, dalam hal ini para advokat
didasarka pemikiran Roscve Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat
berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat (/aw as tool of social
engeneering), tidak sekedar melestarika status quo.3 5

Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum, apabila ditelusuri
kebelakang pandangan ini sejalan dengan fungsi hukum menurut Lawrence
Frietman yang dibagi menjadi 336
1. Scbagai alat pcngendali masyarakat (social control)

2. Menyelesaikan maslah (dispute settlement)
3. Alat merekayasa masyarakat (social engeneering)

Dalam menbicarakan fungsi hukum tersebut, Lawrence Frietman
menyamakan sistem hukum dengan fungsi hukum. Fungsi pengawasan
Mahkamah Agung scsuai dcngan kctcrangan Sckrctaris jendral PERADI Harry
Ponto pcradi tclah mcngundang kctua Mahkamah Agung dan mentcri hukum
dan HAM dalam acara pendirian peradi pada taggal 7 april 2005.> Karena itu
sebenarnya Mahkamah Agung mengetahui dan menyaksikan pendirian Peradi.

Hal ini dipertegas dan diperjelas oleh surat Bagir Manan scbagai ketua
Mahkamah Agung kepada ketua pengadilan tinggi diseluruh Indonesia dengan

No. 07/SEK/01/1/2007, pcrihal sosiaisasi kartu tanda pcngcnal advokat baru,

®Darji Darmjihardjo dan Sidharta,Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaiman Filsafat
Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2006 ), 107

381 awrence Frietman, Amarican Law (New York, London: W.W Norton dan Company,
1984), 9-10

3 Kompas, 1 Scptember 2008
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peradi akan mengeluarkan KTPA, yang berpraktek dipengadilan di seluruh
Indonesia.*®

Terkait dengan tugas pcngawasan tcrscbut, sccara sosiologis Mahkamah
Agung mempunyai kedudukan (status) dan peranan (rule) yang sebenarnya
merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu
untuk berbuat atau tidak berbuat.*

Pengawasan adalah tindakan administratif yang bersifat preventif dan
represif,40 dalam pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang
advokat ditentukan sebagai berikut:

Pengawasan adalah sebagai tindakan teknis dan administratif terhadap advokat
dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan
perundang-undang yang mengatur profesi advokat.

Kalau undang-undang advokat dibolak-balik, tidak satupun pasal
menerangkan cakupan pengawasan teknis maupun pengawasan administratif,
selain hanya mengatur bahwa organisasi advokatlah yang menentukan lebih
lanjut mengenai tata cara pengawasan. Namun, tentu saja jelas bahwa maksud
pengawasan tersebut adalah agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu
menjunjung tinggi kode etik dan peraturan serta perundang-undangan yang

berlaku.

38 Kitab Advokat Indonesia (Jakatra: Peradi, 2007), 106

39 Soerjono Sockamto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2007), 8

40 Lasdin Wlas ,Cakrawala Advokat Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1989), 62
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Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh organisasi advokat
menurut pasal 12 ayat (1) undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
advokat, bertujuan agar para advokat tidak mengabaiakan keluruhan
martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap
aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar
terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak
melanggar norma kode etik profesinya sedangkan penindakan adalah penerapan
sanksi administratif.*'

Menurut pasal 13 ayat 1 undang-undang advokat, Pelaksanaan
pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh
organisasi advokat sesuai dengan undang-undang No 18 tahun 2003 tentang
advokat. Keanggotaannya terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan
masyarakat sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentan advokat pasal
13 ayat (2). Pengawasan oleh masyarakat merupakan kesadaran hukum
khususnya bagi klien jasa advokat agar mendapat pelayanan dengan standart
kualifikasi advokat yang layak” Namun juga upaya masyarakat untuk
melaporkan atau mengadukan pelanggaran advokat bila terjadi pelanggaran hak
atas kewajiban advokat kepadanya, apabila jika terjadi pelanggaran terhadap

pcraturan yang berlaku.

1 1bid, 23
2K Bertens, Etika, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4
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Dewan kehormatan advokat berwenang memeriksa dan mengadili
perkara pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan
kehormatan organisasi advokat sesuai yang diatur dalam pasal 26 ayat (5)
undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.*® Keputusan dewan
kehormatan organisasi advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengadung unsur
pidana, selain itu organisasi advokat membentuk dewan kehormatan organisasi
advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daecrah sebagaimana diatur
dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
1. Implimentasi Pengawasan Advokat Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Profesi apapun tidak dapat terhindar dari resiko penyimpangan dalam
menjalakan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi
yang diucapkannya atau mclanggar kodc ctiknya, maka pcrlu dilakukan
tindakan baik administratif atau yuridis.*

Organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau
dewan kehormatan profesi, badan itu selain menjaga aturan perundang-
undang dan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota. Mempunyai
kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat
administratif tcrhadap anggota-anggotanya yang nyata-nyata mclanggar

kode etik profesi.

43 Lasdin Wlas ,Cakrawala Advokat Indonesia, 28
“ Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab, 19
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Implimentasi pengawasan advokat dilndonesia sudah sesuai dengan
undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik
Advokat Indonesia (KEAI).** Akan tetapi, fungsi pengawasan yang ada
tidak sepenuhnya dapat dilaksanaan secara optimal oleh organisasi advokat.
Dalam upaya penanggulangan malpraktek advokat terdapat 2 macam aturan
yang tertulis dalam undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 yaitu
mengenai pengawasan dan penindakan. Namun tindakan yang diambil oleh
organisasi advokat tidak selalu efektif, hal ini terjadi apabila anggota yang
telah dikenakan sanksi tidak mau mentati dan kemudian pindah ke
organisasi advokat yang lain ataupun membuat organisasi advokat yang lain.
Itulah kelemahan organisasi advokat sehingga menjadi kendala dalam
menegakkannya.*®

Lcmahnya pengaturan mengenai organisasi advokat sclain karcna
beclum solid antar anggota-anggotanya juga belum tcrwujud adanya komisi
pengawasan yang dibentuk organisasi advokat sehingga hal ini tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 13 undang-undang advokat
Nomor 18 tahun 2003, yang berbunyi:

a) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh komisi pengawas
yang dibentuk oleh organisasi advokat.

b) Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademis dan masyarakat.

V. Harlen Sinaga, Dasar Dasar Profesi Advokat, 47
“Ibid, 48
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c) Kectentuan mengeani tata cata pengawasan diatur lebih lanjut dengan
keputusan organisasi advokat.

Organisasi advokat lebih banyak menunggu pengaduan masyarakat
dari pada ikut aktif mengawasi angota-anggotanya.*’ Sistem pengawasan
yang ada perlu ditingkatkan dengan merapikan pengawasan terhadap
advokat olch organisasi advokat dcngan adanya dcwan kchormatan untuk
menegakkan undang-undang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia,
menurut undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 bab III pengawasan,

Pasal 12:

a) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode
ctik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang advokat Nomor 18 tahun 2003 bab III penindakan
advokat, Pasal 6:
advokat dikcnai tindakan dcngan alasan:

a) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.

b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau
rekan seprofesinya.

c) Bersikap, bertngkah laku, bertutur kata, atau menegluarkan pernyataan
yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan
perundang-undangan ataumpengadilan.

d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau
harkat dan martabat profesinya.

e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan
perbuatan tercela.

f) Melanggar sumpah janji advokat dank ode etik profesi advokat.

T Frans hendra winarta, Dimensi Moral Profesi Advokat Dan Pekerja Bantuan Hukum,
http://www. Komisihukum.go.id, diakses pada tanggal 10 mei 2012
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Pasal 6 huruf (a) dimaksudkan untuk membela kepentingan klien,
setiap advokat dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyeleaikan
perkara klien sesuai dengan kesepakatan antara advokat dan kliennya sesuai
dengan perjanjian.

Ketentuan dalam pasal 6 huruf (c) ini, berlaku bagi advokat baik di
dalam maupun diluar pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status
advokat scbagai pencgak hukum, dimanapun berada harus menunjukkan
sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan
pengadilan.

Pasal 7 undang-undang advokat No 18 tahun 2003:

a) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat berupa:

1) Teguran lisan

2) Teguran tertulis

3) Pcmberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan
4) Pemberhentian tetap dari profesinya.

b) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan
tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diataur lebih lanjut
dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.

c) Sebelum advokat dikenai tindakan sebagiamana dimaksud pada ayat (1),

kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan

pembelaan diri.**

8 Kitab Kode etik advokat Indonesia, 35
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Pasal 8 undang-undang advokat No 18 tahun 2003 juga di scbutkan:

a) Pcnindakan tcrhadap advokat dcngan jenis tindakan scbagaiamana
dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, atau huruf d,
dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat sesuai dengan
kode etik profesi advokat.

b) Dalam hasil penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mcnyapaikan putusan pcnindakan tcrscbut
kepada masyarakat agung.

Dalam sistem pengawasan yang ada terdapat adanya kerancuan
pengawasan terhadap advokat dalam peraturan perundang-undang. Pasal 12
undang-undang Nomor 18 tahun 2003 menegaskan bahwa pengawasan
terhadap advokat dilakukan organisasi advokat. Pasal 26 ayat (4) undang-
undang advokat menyatakan” pengawasan atas pelaksanaan kode etik
profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat”. Sementara, organisasi
advokat yang dimaksudkan adalah satu-satunya wadah yang dibentuk sesuai
undang-undang advokat. Dalam hal ini Mahkamah Agung tetap berwenang
mengawasi advokat sepanjang menyangkut tindak pidana seperti contempt
of cort tetapi pengawasan karena pelanggaran kode etik organisasi advokat

tetap berperan masalah batas kewenangan kedua lembaga belum jelas®

 Ibid.
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Mahkamah agung tidak akan berwenang menindak advokat yang melakukan
pelanggaran kode etik profesi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi
pengawasan advokat di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan undang-
undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat
Indonesia (KEAI). Akan tetapi upaya dalam penegakan fungsi pengawasan
oleh organisasi advokat mengalami beberapa kendala diantaranya adanya
“budaya” solidaritas kops dalam penyelesaian pelanggaran kode etik
schingga sasaran untuk mendapat suatu keadilan juga tidak tercapai
sepenuhnya. Selain itu benturan ketentuan atas kewenangan atas
pengawasan terhadap advokat oleh organisasi advokat dan Mahkamah
Agung yang masih belum jelas batas-batasnya sehingga terjadi kerancuan
kcwcnangan tcrhadap pcngawasnya. Olch karcnanya sistcm pcngawasan
yang ada pcrlu di tingkatkan dcngan mcrapikan pengawasan tcrhadap
advokat oleh organisasi advokat dengan adanya dewan kehormatan untuk
menegakkan UU advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.*

2. Dimensi Pengawasan Advokat Dalam Kerangka Penegakan Hukum

Dimensi pengawasan dalam kerangka penegakan hukum memegang

pcranan penting tcrutama dalam mengukur scjauh mana scorang advokat

menjalankan profesinya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Berbicara

Uy, Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, 40
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tentang pengawasan advokat, setidaknya terdapat tiga aspek yang perlu
diperhatikan,”' perfama aspek pendekatan dalam pengawasan misalnya
pendekatan prefentif, detektif, dan represif. Kedua adalah aspek pihak
pelaksana dala pengawasan yang meliputi masyararakat dan lembaga formal.
Ketiga obyek adalah pengawasan terhadap prilaku, kecakapan atau
pelaksanaan tugas dalam hal administratif, prosedural, keuangan serta
metode pengawasanya.
a. Pendekatan pengawasan
1) Preventif, Pendekatan preventif pada intinya diperlukan untuk
memimalisasi penyebab dan peluang terjadinya penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan hakim®2.
Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang
pcngawasan yang cfcktif karcna sclama ini banyak aturan hukum di
Indoncsia yang masih bersifat umum dan memiliki foopholes
sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang
dan pelanggaran.
Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya pengawasan preventif
adalah pembenahan hukum acara, kode etik atau kode berprilaku dan

aturan tcknis pclaksanaan tugas, dcngan mcngintcgrasi prinsip-

' Muhammad Bin Taher, Dalam Desertasinya, Pengawasan Advokat Dan Implikasinya
Dalam Pencgakan Hukum Dji Indonesia, 202
2 Ibid, 216
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prinsip transparansi, akuntabilitas, dekresi dan ketersediaan
mekanisme chek and balances.

2) Dectcktif, Pcndckatan ini pada intinya dipcrlukan untuk mecmudahkan
upaya memperoleh informasi yang cepat dan akurat guna menunjang
pengawasan.” Pengawasan advokat dalam hal ini dapat dilakukan
dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai
tata cara pengaduan yang benar atas pelanggaran Kode Etik Advokat
Indonesia.

3) Represif , Pendekatan ini pada intinya merupakan langkah penegakan
hukum oleh lembaga pengawasan jika ada penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan hakim.
Pada intinya penegak hukum ini harus dilakukan secara non
diskriminatif, akuntabel dan tegas. Terkait dengan upaya
pengawasan represif terhadap advokat dapat dilakukan dengan cara
melakukan penindakan dan pemberlakuan hukuman sebagai saksi

dari pelanggaran kode etik yang ada.>*

53 Muhammad Bin Taher, Dalam Desertasinya, Pengawasan Advokat Dan Implikasinya
Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, 219
* Ibid, 220



